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EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 07
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(STUDI DI KECAMATAN KUNDUR BARAT KABUPATEN KARIMUN)

ABSTRAK

Muhammad Pajaryuanda

Kata Kunci :Evaluasi, Pengelolaan, Sampah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejaun mana Penegakan Peraturan
Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
(studi di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun) serta untuk mengetahui
faktor-faktor penghambatnya. Teori Penelitian yang digunakan ialah Talizhiduhu
Ndraha (2003: 126) dalam konsep administrasi dan administrasi dilndonesia
berpendapat evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta
dan analisis hasilnya. Indikator penilaian Evaluasi-yang dipergunakan meliputi
Kondisi Angkutan Sampah, Ketertiban Masyarakat Munmbuang Sampah, Sanksi dan
Denda. Tipe penelitian yang berlokasi Di Kecamatan Kundur Barat ini adalah metode
Kuantatif dengan Tipe Deskriptif. Dengan Kuisioner sebagai alat pengumpulan data,
dan data yang dikumpulkan kemudian disajikan sebagai bahan baku utama untuk
mengevaluasi peraturan dengan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Terdapat
dua kelompok populasi dan-sampel pada penelitian ini yaitu Pegawai pemerintahan
dengan besaran sampel sebanyak'5-orang-dan Masyarakat besaran sampel sebanyak
50 orang. Tiga teknik penarikan sampel yang digunakan dalam menetapkan individu
sampel adalah teknik sensus untuk populasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Camat
dan Lurah, teknik Random Sampling untuk kelompok populasi yaitu Kepala Desa,
teknik Sampling Insidental untuk kelompok populasi Masyarakat.jenis dan teknik
pengumpulan data yang digunakan terdiri data, data primer dikumpulkan dengan
menggunakan teknik daftar kuisioner serta data sekunder dikumpulkan menggunkan
teknik observasi. Sementara teknik .analisis data yang dipergunakan adalah dengan
mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti
menilai dan menyimpulkan bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah pada kecamatan kundur barat
berada pada interval penilaian Cukup Baik. Hambatan dalam penelitian ini adalah
pendanaan yang masih sangat kurang dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari
sarana dan prasarana pengelolaan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat, dan
lemahnya pengawasan dilapangan tentang sanksi dan denda.
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REGIONAL EVALUATION OF KARIMUN REGENCY NUMBER 07 OF 2013
CONCERNING WASTE MANAGEMENT (STUDY IN KUNDAMATAN
KUNDUR BARAT DISTRICT, KARIMUN)

ABSTRACT

Muhammad Pajaryuanda

Keywords: Evaluation, Management, Waste

This study aims to determine the extent of Enforcement of the Regional
Regulation of Karimun Regency Number 07 of 2013 concerning Waste Management
(a study in the Kundur Barat District of Karimun Regency) and to find out the
inhibiting factors. The research theory used is Talizhiduhu Ndraha (2003: 126) in the
concept of administration and administration in Indonesia believes that evaluation is
a process of comparing standards with facts and analyzing the results. Evaluation
evaluation indicators used include the condition of garbage transportation, public
order in garbage disposal, sanctions and fines. This type of research located in the
District of West Kundur is a quantitative method with a descriptive type. With the
questionnaire as a data collection tool, and the data collected is then presented as the
main raw material for evaluating regulations with the aim of the research at the
location under study. There are two population groups and the sample in this study
are government employees with-a sample size-of,5 people and the community sample
size of 50 people. Three sampling'techniques used in determining individual samples
are the census technique for the population Head of the Office of the Environment,
Camat and Lurah, the Random Sampling technique for population groups namely the
Village Head, the Incidental Sampling technique for the pepulation population group.
The types and data .collection technigues used consist data, primary data were
collected using a questionnaire list technique and secondary data were collected
using observation techniques. While the data analysis technique used is to use a
frequency table tool. Based on this analysis technique, the researcher assessed and
concluded that the Regional Regulation Evaluation of Karimun District Number 07 of
2013 concerning Waste Management in kundur barat sub-district was at a fairly
good evaluation interval. The obstacle in this research is that funding which is still
lacking in waste management can be seen from the facilities and infrastructure of
waste management, lack of public awareness, and weak field supervision regarding
sanctions and fines.
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BAB |

PENDAHULUAN

kepada p i nege ecara H.-—' ' : membantu anggota
masyarakat

dan di lain piha ! c ' akat termasuk negara apa

kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum yang layak bagi kemanusiaan.

Kalau kita telaah lebih mendalam bahwa lingkungan hidup yang baik dan
sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Untuk membangun lingkungan Kabupaten yang sesuai dengan keinginan



tersebut perlu pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan Undang-undang RI No.
18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut Pasal 28 Ayat 1
Undangundang Rl No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang
berbunyi masyarakat dapat berperan serta.dalam pengelolaan sampah yang
diselenggarakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut; Remerintah; Dacrah Kabupaten Karimun telah
mengeluarkan produk “hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Dimana Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Karimun menjadi Pelaksana dalam pengelolaan sampah yang
ada disekitar kabupaten karimun.

Maka dari itu Kecamatan kundur barat sebagai salah satu bagian dari
Kabupaten Karimun ikut dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Karimun Nomer 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

Makin  menumpuknya volume sampah karena adanya pertambahan
penduduk yang semakin meningkat dan disertai dengan adanya aktivitas manusia
yang semakin berkembang dalam pembangunan.yang di lakukan juga terus
meningkat. jumlah penduduk yang ‘ada.di- kecamatan Kundur Barat adalah
sebanyak 18.163 orang.

Pada Pasal 1 Ayat 14 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa pengelolaan sampah
adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang
meliputi pengurangan dan penangan sampah. Sampah merupakan konsekuensi

dari aktivitas manusia. Setiap aktivitas manusia pasti akan menghasilkan sampah
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semakin bertambahnya penduduk Kecamatan Kundur Barat otomatis banyak

menimbulkan sampah yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat tersebut.

Jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat Kundur Barat dapat dilihat

nenimbulkan bau

p dan memiliki

pencemaran lingkungan dan

mengganggu aktivitas masyarakat selain sampah yang berserakan aroma sampah
yang menumpuk dapat mengganggu kesehatan masyarakat setempat.

Dan pada pasal 57 poin e menerangkan setiap orang dilarang membuang,

menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman,

kali, sungai, laut, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis.



Berdasarkan pasal-pasal yang menjelaskan mengenai larangan diatas,
maka pada pasal 63 diterangkan mengenai sanksi dimana pada ayat (3) berbunyi
Setiap orang yang melanggar Pasal 57 huruf e dikenakan denda paling banyak Rp.
500.000,00 (lima.ratus ribu rupiah).

Masih rendahnya kesadaran masyarakat kecamatan Kundur Barat dalam
memelihara _lingkungan yang .sehat ‘misalnya dalam pembuangan sampah yang
mana masih banyak terdapat sampah rumah tangga disekitar lingkungan mereka
sendiri dan -tempat-tempat umum lainnya sehingga dapat menyebabkan

pencemaran lingkungan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kairmun dan-masyarakat Kundur Barat
memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah, selain itu Pemerintah Daerah
wajib menyediakan alat angkutan sampah maupun menyediakan TPA dimasing
masing ruas jalan yang tidak-mengganggu aktivitas masyarakat yang ada didaerah
karena sampah merupakan benda yang sudah tidak dipakai atau digunakan atau
dibuang karena tidak memiliki nilai guna lagi dan memiliki berbagai macam bau
yang tidak menyenangkan dan mengganggu  kesehatan jika dibiarkan terus
menerus. khususnya pada Dinas Lingkungan Hidup sangat penting dalam
mengatasi berbagai permasalahan mengenai pengelolaan kebersihan seperti
menyediakan alat pengangkut sampah, jumlah angkutan sampah sesuai dengan
jumlah sampah yang ada. Mengingat semakin bertambahnya penduduk maka

makin besar pula jumlah sampah yang dihasilkan.

Dengan fasilitas yang dimiliki dan timbulan sampah yang cukup besar

maka perlu dilakukan berbagai pola pengembangan secara propesional di
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Kabupaten Karimun.terutama dalam pengembangan fasilitas persampahan yang

belum sepenuhnya memenuhi cakupan pelayanan.

Berikut ini data terkait anggaran pengelolaan sampah dikecamatan kundur

Sumber : Ké

Dari  dat: 3 : lolaan sampah

Dikecamata a 4.400. ertahun. Namun

Tabel 1.2 Data Jumlah Sampah Pertahun di Kecamatan Kundur Barat

NO Tahun Jumlah Sampah/Kg
1 2016 160.217 Ton
2 2017 180.354 Ton
3 2018 210.945 Ton
Jumlah 551.516 Ton

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2019
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Dari data diatas banyaknya sampah di Kecamatan Kundur Barat akan
mengakibatkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan, maka sampah

harus dikelola dengan baik melalui pengelolaan secara komprehensif dan terpadu

pandangan

kebersihan

masalah-masala endas alam pe r aerah Kabupaten
Karimun N ' _, ( 7 : di Kecamatan
Kundur Ba on Karimun. Adapun f enulis temukan

dilapangan

.“ anawdi Kecamatan Kundur Barat,
A

angkutan sampah notor roda tiga kaisar yang tidak
memiliki penutup pada bak penampungnya.

2. Masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan di
Wilayah Kecamatan Kundur Barat.

3. Belum diterapkannya sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah

sembarangan di Wilayah Kecamatan Kundur Barat Kabupaten

Karimun.
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Berdasarkan fenomena yang penulis utarakan di atas, maka penulis tertarik
untuk mengkaji permasalahan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karimun

dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu : Evaluasi Peraturan Daerah

masalah da elitian ini adalal ) 1’,«9 aan Peraturan
Daerah Kabupaten Karimur or 07 t3 entang Pengelolaan Sampah

Di Kecama:

Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 tahun 2013 Tentang
Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten

Karimun).
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b. Kegunaan Penelitian

a. Agar dapat menjadi bahan Evaluasi bagi Pemerintah Kecamatan

Kundur Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam
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BAB Il

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Melalui evaluasi dap q % :
suatu generalisasi tenta
yang diamatinya. Dari evalua Jator dapat mengidentifikasi masalah,
kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.

. Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para
pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainya sesuai dengan standar dan
prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

. Audit

Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan
kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

. Akunting

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan
tersebut.
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Menurut Taliziduhu Ndraha (2003: 126) dalam buku konsep adminstrasi

dan administrasi diindonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses

perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya.

mengumpulka ormasi  tenta g selanjutnya

informasi  terse liguna enentukan alte ang tepat dalam
mengambil keputusan. F “utama evaluasi a dalah menyediakan
informasi-in i yang be ' uk menentukan

kebijakan y

kegiatan.

Muchsin dan Fadillah. P (2002;110) berpendapat bahwa evaluasi adalah
suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil
pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut
rencana. Sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil

kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di
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dalamnya. Menurut Muchsin, evaluasi kebijakan pemerintah adalah sebagai
hakim yang menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau gagal mencapai

tujuan dan dampak-dampaknya. Evaluasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan

menyangkut ke ; : atan di dalam
proses kebi
kebijakan atausp . 1 dengan i , luasi mempunyai
definisi yan . :
bahwa: “Secara i asi Sa dengan penaksiran

, kata-kata yang

menyatakan usaha isi i i satuan nilainya.

William N. Dunn juga gatakan Evaluasi (penilaian) merupakan
kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang
menurut kenyataan di capai.

Evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat
hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya

mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan

telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi member sumbangan pada
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aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah

dan rekomendasi.

Berikut adalah kriteria Evaluasi menurut William.N Dunn :

1.

2.

3.

4.

5.

6.
publik di atas
menjelaskan ba aluasi kebijaka | g dimana pada
kenyataan ebijakan. Bagian
akhir dari s rut Lester dan
Stewart yan perjudul Dasar-
Dasar Kebij elihat sebagian-
sebagian keg kebijakan telah
dirumuskan dan g diinginkan. Jadi,
evaluasi dilakukan n publik dapat meraih

2. Konsep llmu Pemerintahan

Dalam perkembangannya saat ini ilmu pemerintahan mencoba menjadi
sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri tanpa lagi menjadi bayang-bayang dari
kajian ilmu politik, yang membuat banyak ahli-ahli ilmu pemerintahan melahirkan

defenisi-defenisi serta konsep-konsep mengenai ilmu pemerintahan itu sendiri.
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Menurut D. G. A. Van Polje (1953; 1) ilmu pemerintahan mengajarkan
bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Menurut U. Rosenthal dalam Syafiie (2009; 21) ilmu pemerintahan adalah

QQ‘

daerah, maupun rakyat de

gejala pemerintahan, secara baik dan benar.
3. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan secara arti sempit meliputi lembaga yang mengurus
pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan

dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan
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perundang-undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan
(disebut yudikatif.(Syafiie 2009 ; 20)

Menurut Budiardjo (2008 ; 21) memberikan pengertian pemerintah dapat
juga berarti segala‘kegiatan yang.terorganisir.yang bersumber kepada kedaulatan
dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah
suatau Negara memiliki tujuan untuk-mewujudkan Negara berdasarkan konsep
dasar negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya Negara dalam ilmu
politik adalah™ negara (state), kekuasan (power), pengambilan keputusan
(decisionmaking), kebijakan (policy, beleid) dan pengambilan (distribusion), atau
alokasi (allocation).

Selanjutnya Ndraha (2003 ; 6) mendefenisikan pemerintah adalah orang
yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses
pelayanan sipil” bagi setiap, orang yang melakukan hubungan pemerintahan,
sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat
diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Ndraha juga menyebutkan istilah good governance dapat diartikan sebagai
pemerintah dan dapat juga diartikan sebagai.pemerintahan, maka dapat dikaitkan
bahwa pemerintah dan pemerintahan adalah dua maksud yang sama ;

a. Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi untuk
memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

b. Pemerintah adalah pemerintah dalam artiluas didefenisikan sebagai
seluruh organ kekuasaan di dalam negara yaitu legislatif, eksekutif dan

yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini pemerintah diartikan sebagai
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pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-
petugas yang diserahkan wewnang untuk mencapai tujaun negara. (2003 ;
69)

Menurut Rasyid (1997+;.13), pemerintahan mempunyai tugas-tugas pokok

anatara lain adalah :

a.

«©« ~h

Menjamin keamanan Negara dari Segala kemungkinan serangan dari luar
dan menjaga agar. “trdak terjadi. pemberontakan didalam yang dapat
menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara cara kekerasan;
Memelihara ketertiban dengan mencegah keributan-diantara warga
masyarakat menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam
masyarakat dapat berlangsung secara adil

Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan
status apapun melatarbelakangi keberadaan mereka;

Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam
bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non
pemerintah, atau akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah;
Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social;
Menerapkan kebijakan ekonomi yang mengutamakan masyarakat luas
Menerapkan kebijaksanaan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup

Ndraha (2003 ; 75) menjelaskan bahwa bahwa fungsi bersifat objektif

sedangkan tugas subjektif. Adapun fungsi pemerintahan ada tiga. Pertama

pembangunan, kedua fungsi pemberdayaan dan ketiga fungsi pelayanan.

Mengenai fungsi pemerintah. sendiri, bertrand dalam Wasistiono (2006 ;

53) juga mengemukakan pendapat tentang fungsi pemerintahan yakni :

1. Membuat hukum.
2. Menegakkan hukum.
3. Pelayanan publik.

4. Pendorong perubahan sosial.
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4. Pemerintahan Daerah

Riawan (2009:197) mengatakan Reformasi pemerintahan yang terjadi di
Indonesia, saat ini telah mengakibatkan pula terjadinya pergeseran paradigma
dari sentralistik ke'arah desentralisasi, yang.ditandar dengan pemberian otonomi
kepada - daerah. Pengalaman dari banyak negara mengungkapkan bahwa
pemberian otonomi kepada daerah-daerah’ merupakan salah satu resep politik
penting untuk mencapai sebuah stabilitas sistem “dan sekaligus membuka
kemungkinan bagi proses demokratisasi yang pada gilirannya nanti akan semakin
mengukuhkan stabilitas sistem secara keseluruhan.

Pelaksanaan desentralisasi dengan pemberian otonomi kepada daerah tidak
demikian mudahnya memenuhi keinginan daerah bahwa dengan otonomi daerah
segalanya akan berjalan lancar dan mulus. Keberhasilan otonomi daerah sangat
bergantung pada pemerintah daerah dalam hal sini adalah~DPRD dan Kepala
Daerah, serta Perangkat Daerah lainnya.Dengan demikian, perlu adanya hubungan
yang harmonis antara DPRD dan Kepala Daerah.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD
1945 menjadi dasar dari berbagai’. preduk undang-undang dan peraturan
perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tujuan
pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan
publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping
sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea

ketiga dan keempat Pembukaan UUD 1945.Alinea ketiga memuat pernyataan
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kemerdekaan bangsa Indonesia.Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan
bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah
Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab
mengatur dan mengurus bangsa.lndonesia._Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas
pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah
darah Indonesia, memajukan. kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan = kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 1 UUD 1945
menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk
republik.” Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya
pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya
dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk
Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat
(2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berwenang
untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas
Otonomi dan Tugas . Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-
luasnya.”Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui
otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu
meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan
berdasarkan prinsip negara kesatuan.Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada
pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan
pada Daerah. Oleh karena ituy.seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada
Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan daerah akan tetap
ada ditangan Pemerintah Pusate Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara
kesatuan 'merupakan Ssatu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan
dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan
bagian integral dari kebijakan nasional.Pembedanya adalah terletak pada
bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inavasi, daya saing, dan kreativitas
Daerah untuk.-mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada
gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan

Bagir Manan  (200Q_ : 70) Daerah , otonom sebagai satuan yang
pemerintahan yang mandiri yang memiliki wewenag atributif, terlebih lagi
sebagai subjek hukum (publick rechtpersoon publick legal entity) berwenang
membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah
tangganya.Wewenang ini “mengatur. ini..ada pemerintan daerah (pejabat
administrasi daerah) dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislasi di daerah.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu
kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan
mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat
kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan

DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.
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Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan
pemerintahan yang ada ditangan Presiden.Konsekuensi dari negara kesatuan
adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden.Agar
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai
dengan_ kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PemerintahanDaerah.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem
ketertiban di dalam masyasrakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan
kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang
ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah
menjadi melayani masyarakat. Pemerintah maodern, dengan kata lain pada
hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan
untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan
kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan
kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat...melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan
suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. efisiensi dan
efektivitas penyeenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih
memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah

dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan
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tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang

mandat rakyat < ang diserahkan kepada

Daerah.

pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah
melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah.Dalam
mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagai
konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi
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DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam

Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara

terintegrasi.

Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang
cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi
masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan, lebih-lebih apabila kepentingan
masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata

pemerintah.
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5. Konsep Fungsi-Fungsi Pemerintahan

Menurut Richard A. Musgrave dibedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan

kebijakan anggaran belanja pemerintah, yaitu:

1. Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan
pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan

luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah
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mencakup pelayanan publik (Public service) dan pelayanan sipil (Civil service)

yang menghargai kesetaraan.

2. Fungsi Pengatura

ada di dae
khusus, yai ntuk mengatur

urusan terse a antara DPRD

membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih
dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan

Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.

4. Fungsi Pemberdayaan (Empowerment)

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini

menuntutA A pemberdayaan Pemerintah Daerah denganA kewenanganA yang
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cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai
urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu

meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan

pada jangka

ditingkatka

dalam perat

Van

WHAENANAES

, ‘gti‘*
<3
=

pemerintah

masyarakat se

mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya sesuai tujuan
negaranya.

Ndraha (2000 : 78-79) membedakan fungsi pemerintah yaitu “fungsi
primer dan fungsi sekunder”, yang penjelasan lebih lanjut dari kedua fungsi

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
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Fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan
positif dengan keberdayaan yang diperintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai

provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam dan

tingkat

<>

gai provider

mereka tidak

AR Nr

aya, termasuk

LR

sosial.

Sedangkan menurut Ndraha (2003 ;498) yang dimaksud dengan kebijakan
pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai
pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara
formal, etik, dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor

pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan.
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Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh
badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk

melakukannya. Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi

pada tujuan. Kebi ik-.bia : 1 h. keputusan tunggal,

.@00 ibuat untuk

yang diarahk agal yang me i sendi tivitas fisik dan

ekspensif murni, ya - pektif (masa depan)

faktor. Menurut Subarsono (2008 ;87) dalam berbagai sistem politik, kebijakan
publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan pemerintah
tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang
membawa dampak pada warga negaranya.

Menurut pendapat G.C Edwards Il (dalam Subarsono, 2008 ;90),

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel :
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1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi
tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok
sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi
implementasix. Apabila tujuan dan sasaran‘suatu kebijakan tidak jelas
atau bahkan tidak-diketahui sama«sekali oleh.sekelompok sasaran,
maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Walaupun kebijakan ‘sudah’ dikomunikasikan secara jelas dan
konsisten, tetapi-apabila implementor Kekuranagan sumber daya untuk
melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif.
Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni
kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya
adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.
Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi
dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh
implementor, seperti-komitmen, kejujuran, sifat domokratis. Apabila
implementor memiliki disposisi yanag baik, maka dia akan dapat
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh
pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki-sikap dan perspektif
yang berada dengan;pembuat: kebijakan, maka.proses implementasi
kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengelaman
pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga menunjukkan bahwa
tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi
yang muncul adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan
kejujuran aparat dalam mengimplementasiakan program-program
pembangunan.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.
Salah satu dari aspek srtuktur yang penting dari organisasi adalah
adanya prosedur opearsi standar (standard operating procedure) yang
menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur
organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan
pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit
kompleks. Ini pada giliran menyebabkan aktivitas organisasi tidak
fleksibel.
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7. Manajemen Pemerintahan

Manajemen memiliki peran penting dalam menggerakan segala sumber

daya organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efesien. Karena itu

terlaksana
Sebe goal diam atau
statis, melz ng dinamakan

manajemen, enggerak dalam

e L RATAES

o

tubuh organ

diarahkan atau dikelompokan kepada sasaran yang telah ditentukan terlebih

dahulu, baik berupa sumber daya manusia atau sumber daya lainnya melalui
tindakan-tindakan  berantai dari mulai perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan dan pengawasan. Dengan demikian diharapkan tujuan itu dapat
dicapai dengan cepat, tepat serta sesuai dengan rencana. pengertian manajemen

menurut, Melayu S.P. Hasibuan adalah :
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Management is a distinet process consisting of planing, organizing,

actuating, and controling performed to determine and accomplish stated

objectives by the use of human being ang other resources.

terkoordinas
manusia da s tuk : ‘I elah ditentukan

lebih dahulu.

followed on order to accomplish predetermined objectives.

Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-
tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan,
dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya. (Salam, 2004: 11).
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Berdasarkan pendapat diatas, dapat di katakan bahwa manajemen dapat
diartikan sebagai suatu proses, yaitu serangkaian tindakan, kegiatan, atau
pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu. Melalui pemanfaatan
baik ilmu maupun' seni seperti;.kemampuan.dan kemahiran dalam mengerjakan
tugas-tugas, memiliki cita rasa yang tinggi dalam pembangunan segala sektor, dan
mempunyal penampilan yang khas'sehagai penguasa atau pemimpin. Oleh sebab
itu sebagai inti manajemen dikenal istilah kepemimpinan, sedangkan sebagai inti
kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Untuk melakukan serangkaian
tindakan tersebut dapat diidentifikasi.

8. Pengelolaan Sampah

Hendargo (1994;16) Sampah adalah bahan yang tidak -mempunyai nilai
atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau
pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembuatan manufaktur atau materi
berkelebihan atau ditolak atau dibuang. Sampah sisa-sisa bahan yang telah
mengalami perlakuan baik telah diambil bagian utamanya, telah mengalami
pengolahan, dan sudah. tidak bermanfaat, dari segi-ekonomi sudah tidak ada
harganya serta dari segi “lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau
gangguan kelestarian alam.

Prajudi (1980;65) Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan
semua faktor dan sumber daya, yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk
mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan kerja yang tertentu. Dari limbah yang
dihasilkan dapat dilakukan penanganan dengan beberapa kemungkinan vyaitu

didaur ulang menjadi bahan baku pada suatu proses produksi (kertas, karton,
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plastik, logam, botol dan sebagainya), diolah menjadi kompos (umumnya dari
jenis sampah organik), ditumpuk di tempat pembuangan sampah akhir. Rencana

pengelolaan sampah yang baik harus memperhatikan sumber sampah, lokasi,

sebagai berikut :
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Peraturan
Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 tahun 2013 Tentang
Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat

Kabupaten Karimun).

Evaluasi

Evaluasi Kebijakan

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003: 126) evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan
fakta dan analisa hasilnya.

7 V2 el . oI

yang seharusnya (das-Solen). yang senyatanya (das-Sein)

1. Pasal 35 ayat (3), Kondisi angkutan sampah || 1.
harus layak jalan dan memenuhi standard
sebagaimana  diatur  dalam  peraturan
perundangan, Agar sampah yang diangkut
tidak tercecer dan menimbulkan bau-dijalan
maka kendaraan angkutan sampah  harus
tertutup dan memiliki penampungan lindi.

2. Pasal 57 poin E, Setiap orang dilarang
membuang, menumpuk, ‘menyimpan sampah
atau bangkai binatang di“jalan, jalur hijau, || 2.
taman, kali, sungai, laut, saluran, fasilitas
umum dan tempat lainnya yang sejenis.

3. Pasal 57 poin H, setiap orang dilarang }§ 3.
Mengangkat sampah dengan alat pengangkut
terbuka.

4. Pasal 63 ayat (3) Setiap orang yang
melanggar Pasal 57 huruf e dikenakan denda
paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah).

Pelaksanaan pengelolaan sampah berupa
angkutan sampah tidak sesuai dengan standar
didalam  Peraturan Daerah  Kabupaten
Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang
Pengelolaan Sampah yang mengharuskan
angkutan sampah tertutup. Dimana di Kundur
Barat, angkutan sampah masih berupa motor
roda tiga kaisar yang tidak memiliki penutup
pada bak penampungnya.

Masih banyak masyarakat yang membuang
sampah sembarangan di wilayah kecamatan
kundur barat.

Belum diterapkannya sanksi bagi masyarakat
yang membuang sampah sembarangan di
Wilayah Kecamatan Kundur Barat Kabupaten
Karimun.

1. Baik

> 2. Cukup Baik <—
3. Kurang Baik
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C. Konsep Operasional
Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah penilaian serta
menghindari salah pengertian dan pemahaman, maka perlulah kiranya penulis

menoprasionalkan

9.

T
2
”
[ 4
i

anfaat, dari segi ekonomi
sudah tidak ac : o dari segi lingkungan dapat
menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian alamPelayanan
dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai kegiatan yang dilakukan
oleh seorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material
melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi

kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.
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5. Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor dan

sumber daya, yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk

mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan kerja yang tertentu. Dari

D. Opera

ntan =Valuasi Peraturan

2013 Tentang
undur Barat

Tabel 11.1

iy disay yejepe il udwnyo(]
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Skala
Konsep Ukuran
1 5

Evaluasi Baik
merupakan proses Cukup Baik

perbandingan angkutan Kurang

antara standar Baik

dengan fakta dan empat masyarakat Baik

analisa  hasilnya. membuang sampah | Cukup Baik

Taliziduhu Ndraha b. Prilaku masyarakat Kurang
(2003: 126) dalam membuang Baik
sampah
c. Sanki dan | a. Pemberian denda. Baik
Denda b. Penindakan. Cukup Baik
Kurang
Baik

Sumber : Modifikasi Penelitian 2019
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E. Teknik Pengukuran
Adapun ukuran yang diberikan kepada masing — masing indikator adalah

sebagai berikut :

omor 7 tahun 2013

Cukup Baik : Bila sebagian besar indikator variabel telah
dilaksanakan dengan ukuran 34-66%
Kurang Baik : Bila sebagian besar indikator belum terlaksana

atau dengan ukuran 0%-33%.
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2. Ketertiban Masyarakat Membuang Sampah
Baik : Bila Semua indikator variabel dilaksanakan

sebagaimana mestinya atau dengan ukuran,

F. Penelitian Terdahulu.

Keberadaan dari penelitian terdahulu merupakan bentuk konseskuensi
akdemsi dalam penulisan ini. Adapun fungsi utama dari penelitian terdahulu
adalah sebagai standing position padan penelitian ini. Dimana akan ditemukan
perbedaan-perbedaan mendasar dari penelitian-penelitan tersebut dengan
penelitian dalam tulisan ini, sehingga akan memperkaya khasanah kelimuan

dalam kajaian pemerintahan kedepannya. Adapaun penelitian-penelitian terdahulu
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yang terkait dengan penelitian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun

Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kundur Barat

Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

No

2. Dasar

meneliti
tentang
pengelolaa
n sampah.

hukumnya
sama-sama
dari
peraturan
daerah.

. Sama-

. Sama-

sama
meneliti
tentang
pengelolaa
n sampah.

sama
mengguna
kan tipe
penelitian
kuantitatif.

Penelitian . Sama-

Berbeda sama
mengguna
kan dasar
hukum
peraturan
daerah.

3. | Nur Fitriyah Evaluasi Peraturan . Lokasi . Fenomena
Daerah Nomor 02 penelitian sama.
Tahun 2011 berbeda. . Meneliti
Tentang . Metode soal
Pengelolaan penelitian pengelolaa
Sampah Di Kota berbeda n sampah.
Samarinda. (2009) karena . Teori
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AR

N-

Febrian

Tiga Kecamatan
Bukit Raya Kota
Pekanbaru (2013)

menggunak
an
kualitatif.

. Objek

penelitian

sama-sama
evaluasi.

. Informan

sama-sama
dinas
kebersihan
dan
pertamana

Sama-
sama
meneliti
tentang
pengelolaa
n sampah.

. Produk

hukum
sama-sama
peraturan
daerah
tentang
pengelolaa
n sampah.

2. Fenomena

berupa
Tingkat
Partisipasi
Masyarakat
dalam
membayar
retribusi
kebersihan
Kota
Pekanbaru

. Sama-

sama
meneliti
tentang
Peraturan
Daerah

. Sama-

sama
informan
di Dinas
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Dari gambaran beberapa penelitian terdahulu sebagaimana telah dijelaskan

diatas, terlihat bahwa sudah banyak kajian mengenai pengelolaan sampah yang

dilaukan oleh masyarakat. Fokus kajian-kajian diatas dapat dilihat terletak pada

adalah. Pe
konsep ma
pendapat tents ajemen se -_ ang} a yang melibatkan
bimbingan ats ik ‘

operasional

Menurut Hasibuan .q ajemen sebagai ilmu dan seni
mengatur proses pemanfaats . c nya secara efektif dan effisien
untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan yang Keempat Menurut Deni Bram
Hukum lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang ditujukan
kepada kegiatan-kegiatan yang memenuhi kualitas lingkungan baik secara alami

maupun buatan manusia.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB I

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

sosial. Un kan peng . 18 o~ barkan dalam
beberapa asala : J gkan Metode
deskriptif dapa an sebagai prosedur pe ah yang diselidiki
dengan me
orang, lembagsa _dan yang_lainn ) saat sekarang

berdasarkan fakta a ata ja. dari itu penulis akan

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini dilakuakan
di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. Adapun alasan penulis memilih
lokasi penelitian ini adalah karena penulis melihat pelaksanaan pengelolaan
sampah berupa angkutan sampah tidak sesuai dengan standar didalam Peraturan

Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

40
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yang mengharuskan angkutan sampah tertutup. Dimana di Kundur Barat,
angkutan sampah masih berupa motor Roda Tiga Kaisar yang tidak memiliki

penutup pada bak penampungnya.

sejauh m

7 tahun 2

Kabupaten

Karena keterbatasan dalam penelitian ini, baik kemampuan, waktu
maupun biaya, maka ada beberapa populasi yang penulis jadikan sampel dalam
penelitian ini yaitu mencakup Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Camat Kundur

Barat, Kepala desa/lurah dikecamatan kundur, dan masyarakat Di Kundur Barat.

Untuk lebih jelasnya perincian populasi dan sampel yang menjadi

responden dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut :
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Tabel 111.1: Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Evaluasi
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 tahun 2013
Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur

Barat).
No Jumlah Persentase
1 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sumber : Mod

D. Teknik

Dala

yaitu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang
sama untuk diambil pada setiap elemen populasi dan teknik ini digunakan untuk
setiap kepala desa/lurah di Kecamatan Kundur Barat dengan populasi 5 orang dan
dijadikan sampel 3 orang. Serta teknik sampling insidental merupakan teknik

penarikan sampel berdasarkan kebetulan , yaitu siapa saja yang secara kebetulan

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Teknik ini digunakan
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untuk Kelurahan Sawang, Desa Sawang Selatan, Desa Sawang Laut yang

jumlahnya 11.674 orang yang dijadikan sampel 50 orang.

E. Jenis dan Sumber Data

~

1]

-

"'g responden
- as responden
e O ,
w =

o Z

-

A

2) E dan data yang
g ; dur barat, yang
5 =

e o elitian, keadaan
o -

@ = arakat serta data
(S,

2 =

B =

E =

E dilakukan adalah dengan cara
o

=

sebagai berikut :
a. Kuisoner

Kuisioner penelitian biasanya berisi tentang pertanyaan yang

berstruktur dan jawabanyang cenderung kurang begitu mendalam.

Kuisoner tersebut dimaksudkan sebagai suatu daftar pertanyaan untk
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memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari para responden, yaitu

orang yang memberi jawaban. Koentjaningrat (dalam Suyanto, 2011; 56)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik ini untuk

;‘ﬁ\‘%\\‘%

.
<>

sehingga mudah dibaca”. Analisa merupakan tahap yang penting, karena data
yang terkumpul masih harus diolah terlebih dahulu sehingga dapat diketahui
makna yang berguna dalam pemecahan masalah pada penelitian.

Maka setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, data
tersebut dikelompokkan menurut variabel berserta indikatornya. Kemudian data

dianlisa secara kuantitatif dan kualitatif yang dilengkapi dengan data persentase
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(%) berikut penjelasnnya, serta dianalisa secara deskriptif berdasarkan temuan —

temuan di lapangan yang didapat dari angket, wawancara dan pengamatan

langsung mengenai penelitian ini sehingga dapat memecahkan masalah dalam

Pelaksanaan Peraturan Daerah-Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang

Pengelolaan Sampah.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 111L2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang./Evaluasi Peraturan Daerah
Kabupaten . Karimun Nomor 7 ~tahun 2013 Tentang

Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat
Kabupaten Karimun).

Tahun 2018/2019 Bulan/Minggu

No | Jenis Kegiatan | Februari April Juni Juli
B2 3714 1Ly 2 37| SRS | | 2 |3 | 4

1 Penyusunan UP

2 Seminar UP

3 Rev isi UP

4 Revisi
Kuesioner
Rekomendasi

5 :
Survei

6 Survei lapangan

7 Analisis Data
Penyusunan

g Laporan  Hasil
Penelitian
(skripisi)
Konsultasi

9 e
Revisi Skripsi
Ujian

10 | konfrehensif
Skripsi

11 | Revisi Skripsi
Penggadaan

12 Skripsi

Sumber : Modifikasi Penelitian 2019
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran UmumKabupaten Karimun

Karimun dibent 2rdasarka ) 5 1 999. Wilayah
Kabupaten
yang sangat dipenge nerubahan a atinya, selain itu
unsur-unsu

kondisi per

g‘f‘\\%n\

2>

belas) Kecamata

Barat sebelumnya me . Wil Administrasi Kecamatan

AN

oy
Kundur yang terdiri dari Desa/K ‘ ung Batu Barat, Tanjung Batu Kota,
Alai, Sei Ungar Utara, Lebuh, Penarah, Sebele, Urung, Sawang, Sawang Laut,
Kundur, dan Teluk Radang.

Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 53
Tahun 1999 yang ditetapkan dijakarta pada tanggal 04 oktober 1999, yang

dahulunya hanya terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Karimun,

Kecamatan Kundur, dan Kecamatan Moro selanjutnya dimekarkan menjadi 12

46
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(dua belas) Kecamatan, salah satunya diantaranya adalah Kecamatan Kundur
Barat.

Wilayah Kecamatan Kundur Barat membawahi 4 (empat) Desa dan

penduduk yang aru n bagi pembangunan
nasional
dengan pe gkatkan mutu
kehidupan berarti bahwa

penduduk ya

Tabel IV.1:Ju ada di Kecamatan

No

1 | Gemuruh 3471 orang

2 | Kundur 3026 orang

3 | Kelurahan Sawang 5401 orang

4 | Sawang Laut 2701 orang

5 | Sawang Selatan 3564 orang

Jumlah 18.163 orang

Sumber: Kecamatan Kundur Barat 2019
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Berikut bagian struktur organisasi kantor Camat Kundur Barat Kabupaten

Karimun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 09 Tahun

2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kundur Barat :

Kundur Barat

Gambar 1V
ISLA
AR 2
BA ] " - G
EP
EKANBAR
o -
SEKSI | KSI
PEMERINTAHAN PEMBE KUNGAN
MASYAR HIDUP

SEKSI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN

Sumber : Kantor Camat Kundur Barat 2019



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

BAB V

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

in menjelaskan

| penting yang

memberikan penilaian terhadap cara berpikir dan tingkat wawasan yang dimiliki
oleh seseorang. Oleh karena itu penulis menilai sangat memberikan penjelasan
identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan akhir. Untuk lebih jelasnya
mengenai pendidikan terakhir responden penelitian dapat dilihat pada tabel

berikut inl :

49
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Tabel V.1 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pemerintah | Masyarakat | Jumlah | Persentase
Pendidikan

1 |SD - 11 11 20%

2 | SLTP 20%

3 43%

4

5

6

7 2%
100%

den, berdasarkan

data yang yang dijadikan

responden t rang atau 43%

merupakan A\, seba ate ) ] P, sebanyak 11

Identitas Responden berdasarkan jenis kelamin ini penulis membedakan
antara jenis kelamin Laki-laki Dan Perempuan. Jenis kelamin juga dapat
membedakan tingkat emosional responden yang bersangkutan, selanjutnya dapat

dilihat dari tabel berikut :
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Tabel V.2 : Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin

No Jenis Pemerintah | Masyarakat | Jumlah | Persentase
Kelamin
1 | Laki-laki 5 27 32 58%
2 23 42%
.‘%}' 100%
.

‘?*‘ég

dan 23 ora

\ E) 5

Daerah Ka
dikecamata
3) Tingka

Ting

karena tingka

NG
o

Tabel V.3 : Distribusi Responden Menurut Tingkat Umur

No | Tingkat Umur | Pemerintah | Masyarakat | Jumlah | Persentase
1 17-27 - 13 13 24%
2 28-38 - 23 23 42%
3 39-49 5 11 16 29%
4 >50 - 3 3 5%
Jumlah 5 50 55 100%

Sumber : Data Olahan 2019
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Data tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari tingkat umur responden
yang paling banyak ialah tingkat usia 28-38 tahun sebanyak 23 orang atau 42%,

tingkat usia 39-49 tahun sebanyak 16 orang atau 29%, tingkat usia 17-27 tahun

2013 Tenta : ah i Dikecamata Barat) tersebut
maka penulis+ ak enganalisis dari mas 3 kator variabel
sebagaimana p

1. Kondisi £

kecamatan Kundur Barat semakin meningkat dan jumlah sampah yang dihasilkan
berbagai macam bentuk mulai sampah rumah tangga, sampah medis, dan lainnya
semua sampah yang akan ada di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) diangkut

ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
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Item penilaian yang digunakan untuk mengetahui “Kondisi Angkutan
Sampah” dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07

Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dikecamatan Kundur Barat adalah :

ator Kondisi
Angkutan

Tabel V.4 aten Karimun
Ki@arimun Nomor
pah (Studi Di

si Angkutan

No Jumlah
1 5
2 | Roda Tiga Kaisar yang ada di | 1 4 - 5
Kecamatan Kundur Barat sudah
baik, sesuai peraturan yang
berlaku
Jumlah 3 7 - 10
Rata-Rata 1 4 - 5
Persentase 30% | 70% - 100%

Sumber : Data Olahan kuisioner 2019
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Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 2 sub indikator yang ada,
jawaban-jawaban Responden yang menyatakan Baik sebanyak 1 Orang atau Sama
dengan 30%. Alasan responden dari Pemerintah Daerah Karimun terhadap
indikator pengelolaan sampah-mengenai Kondisi Angkutan. Sampah sudah baik
dikarenakan Pemerintah Daerah khusus nya Dinas Lingkungan Hidup sudah
menyediakan Angkutan Sampah untuk kawasan.Kecamatan Kundur Barat.

Sedangkan yang menjawab cukup baik dari 2 sub indikator yang diberikan
jawaban responden adalah 4 orang atau sama dengan 70%. Alasan responden
yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun terhadap indikator
Kondisi Angkutan Sampah Cukup Baik dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup
sudah menyediakan Angkutan sampah.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan Pemerintah Daerah
Kabupaten Karimun mengenal_indikator Kondisi ‘Angkutan Sampah yang terdiri
dari 2 sub indikator, yaitu dari Pemerintan Daerah Kabupaten Karimun yang
berjumlah 5 Orang, jawaban Responden Cukup Baik.

Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan. peneliti dilapangan, terkait
indikator Kondisi Angkutan Sampah. Kelayakan angkutan sampah dan jenis
angkutan sampah yang ada dikecamatan kundur barat tidak sesuai dengan
Peraturan daerah nomor 07 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Dimana di
kecamatan kundur barat menggunakan motor roda tiga kaisar yang tidak memiliki
penutupnya sebagai alat pengangkut sampah. Sampah yang diangkut tercecer dan
tidak sepenuhnya bisa mengangkut jumlah volume sampah yang dihasilkan setiap

harinya.
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Sedangkan tanggapan yang diberikan responden masyarakat Kundur Barat

mengenai indikator Kondisi Angkutan Sampah, dapat dilihat dari tabel dibawah

ini:
Tabel V.5 : Tanggapan Responden Masyarakat Kundur Barat Dalam
Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07
Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di
Kecamatan Kundur Barat) Mengenai Kondisi Angkutan
Sampah
Katagori Penelitian
Sub Indikator (Item
No . | _Cukup | Kurang | Jumlah
Pertanyaan) Baik Baik Baik
Menurut  Babak/lbu, Apakah
1 | Kelayakan Angkutan — Sampah
yang ada di Kecamatan Kundur
Barat sudah baik, sesuai dengan | 3 34 i3 50
peraturan yang berlaku
Menurut Bapak/Ibu, Apakah jenis
2 | angkutan sampah berupa Motor
Roda Tiga Kaisar yang ada di
Kecamatan Kundur Barat sudah | 1 25 24 50
baik, = sesual peraturan. . yang
berlaku
Jumlah 4 59 37 100
Rata-Rata 2 29 19 50
Persentase 4% | 58% 38% 100%

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 2 sub indikator yang ada,
jawaban-jawaban responden yang menyatakan Kurang Baik sebanyak 19 orang
atau sama dengan 38%. Alasan responden dari Masyarakat Kundur Barat terhadap
indikator pengelolaan sampah mengenai Kondisi Angkutan Sampah Kurang Baik
dikarenakan angkutan sampah yang ada dikecamatan Kundur Barat berupa motor

roda tiga kaisar tidak cocok untuk mengangkut sampah, ini disebabkan motor roda
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tiga kaisar hanya bisa mengangkut sebagian dari volume sampah yang ada di TPS

atau pekerjaan nya 2-3 kali ulang dalam 1 hari beroperasi.

Sedangkan yang menjawab cukup baik dari 2 sub indikator yang diberikan

untuk Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013
Tentang Pengelolaan Sampah mengenai Kondisi Angkutan Sampah Yang Ada Di
Kecamatan Kundur Barat dapat dinilai pada katagori Cukup Baik.

Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan, terkait
indikator Kondisi Angkutan Sampah. Kelayakan angkutan sampah dan jenis

angkutan sampah yang ada dikecamatan kundur barat tidak sesuai dengan
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Peraturan daerah nomor 07 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Dimana di
kecamatan kundur barat menggunakan motor roda tiga kaisar yang tidak memiliki

penutupnya sebagai alat pengangkut sampah. Sampah yang diangkut tercecer dan

masyarakat da embusa ampa 1 jai pencapaian
Lingkungan ya sih dar 'j na mpa an tanggung jawab
pemerintah ‘semata just - -._ as g lam  ketertiban
masyarakat membuang s : ptakan lingkungan

yang bersih 2 , ketertiba syarakat membuang

adalah :
a. Tempat Masyarakat Membuang Sampah
b. Prilaku Masyarakat Dalam Membuang Sampah
Berikut ini dapat dilihat Tanggapan Responden terhadap indikator

Ketertiban Masyarakat Membuang Sampah sebagai berikut :
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Tabel V.6 : Tanggapan Responden Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kaupaten Karimun Nomor 07
Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan
Kundur Barat) Mengenai Ketertiban Masyarakat Membuang

Sampah
Katagori Penelitian
: .| Cuku Kuran
No | Sub Indikator (Item Pertanyaan) | Baik Baikp Baikg Jumlah
1 | Menurut  Babak/lbu,  Apakah
Ketertiban Masyarakat ~ Kundur
Barat dalam membuang. 'sampah - 4 1 5
pada tempatnya.sudah berjalan
dengan baik ?
2 | Menurut  Bapak/lbu,  Apakah
Rutinitas  prilaku masyarakat | - 4 il
membuang sampah pada tempatnya
sudah berjalan dengan baik ? 5
Jumlah - 8 p 10
Rata-Rata - 4 1 5
Persentase - 80% 20% 100%

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 2 sub indikator yang ada,
jawaban-jawaban_responden-yang. menyatakansbaik sebanyak 1 orang atau sama
dengan 20%. Alasan responden dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
terhadap indikator pengelolaan sampah mengenai “Ketertiban Masyarakat
Membuang Sampah Kurang Baik dikarenakan kesadaran masyarakat terhadap
lingkungan masih sangat rendah.

Sedangkan yang menjawab Cukup Baik dari 2 sub indikator yang
diberikan jawaban responden adalah 4 orang atau sama dengan 80%. Alasan
responden yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun terhadap
indikator Ketertiban Masyarakat Membuang Sampah Cukup Baik dikarenakan

Masyarakat Kundur Barat membuang sampah pada lingkungan mereka sendiri

dan kemudian mereka membakarnya
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan Pemerintah Daerah
Kabupaten Karimun mengenai indikator Ketertiban Masyarakat Membuang
Sampah yang terdiri dari 2 sub indikator, yaitu dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Karimun yang berjumlah's Orang, jawaban Responden Cukup Baik.

Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan, terkait
indikator Ketertiban masyarakat: membuang sampah. yaitu Tempat masyarakat
membuang sampah dan prilaku masyarakat dalam membuang sampah adalah di
kawasan terbuka misalnya parit-parit, selokan, laut, sungan dan tempat umum
lainnya serta mereka membuang sampah pada tempat tumpukan sampah rumah
mereka sendirt atau tempat pembakaran sampah

Sedangkan tanggapan yang diberikan responden masyarakat Kundur Barat
mengenai indikator Ketertiban Masyarakat Membuang Sampah Pada tabel berikut
Tabel V.7 : Tanggapan:-Responden Masyarakat Kundur Barat dalam

Evaluasi Peraturan jDaerah “Kaupaten Karimun Nomor 07
Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di

Kecamatan Kundur Barat) Mengenai Ketertiban Masyarakat
Membuang Sampah

Katagori Penelitian
No | Sub Indikator (ltem Pertanyaan) | Baik |~Cukup | Kurang | Jumlah
Baik Baik

Menurut  Babak/Ibu,  Apakah
1 | Ketertiban Masyarakat Kundur| - 32 18 50
Barat dalam membuang sampah
pada tempatnya sudah berjalan
dengan baik ?

2 | Menurut Bapak/Ibu, Apakah
Rutinitas  prilaku ~ masyarakat | - 28 22 50
membuang sampah pada tempatnya
sudah berjalan dengan baik ?

Jumlah - 60 40 100
Rata-Rata - 30 20 50
Persentase - 60% 40% 100%

Sumber : Data Olahan 2019
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Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 2 sub indikator yang ada,
jawaban-jawaban responden yang menyatakan Cukup Baik sebanyak 30 orang

atau sama dengan 60%. Alasan responden dari Masyarakat Kundur Barat terhadap

responden

Ketertiban

menjadi ke

Cukup Baik.

Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan, terkait
indikator Ketertiban masyarakat membuang sampah. yaitu Tempat masyarakat
membuang sampah dan prilaku masyarakat dalam membuang sampah adalah di

kawasan terbuka misalnya parit-parit, selokan, laut, sungan dan tempat umum
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lainnya serta mereka membuang sampah pada tempat tumpukan sampah rumah

mereka sendiri atau tempat pembakaran sampah.

3. Sanksi dan

ahun 2013
Tentang Penge bahwa pada
pasal 63 ¢ :;r | ada ay (3) berbunyi

w
D
.
QD
©
o
=
QD
L%
s
QD
>
o
9_
=
5
QD
>
«

SRR AT

dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013
Tentang Pengelolaan Sampah dikecamatan Kundur Barat adalah :

a. Pemberian Denda

b. Penindakan

Berikut ini dapat dilihat Tanggapan Responden terhadap indikator Sanksi

dan Denda sebagai berikut :



62

Tabel V.8 : Tanggapan Responden Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
Dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor
07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di
Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun) Mengenai
Sanksi dan Denda.

Kategori Penilaian
. | Cukup+ Kurang
Baik | Baik | Baik

Sub Indikator

(Item Pertanyaan) Jumlah

No.

Bagaimana penilaian Bapak/Ibu
atas pemberian sanksi terhadap
1. | masyarakat yang membuang + 3 2 5
sampah tidak padatempat nya,
sudah berjalan dengan baik ?

Menurut Bapak/lbu, apakah
pemberian sanksi denda kepada
2. | masyarakat yang membuang - 3 2 5
sampah tidak pada tempatnya telah
berjalan baik ?

Jumlah - 6 4 10
Rata-Rata - 3 2 5
Persentase - 60% 40% 100%

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 2 sub indikator yang ada,
jawaban-jawaban responden yang menyatakan Cukup Baik sebanyak 3 orang atau
sama dengan 60%. Alasan responden dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
terhadap indikator pengelolaan sampah mengenai Sanksi dan Denda Cukup Baik
dikarenakan Pemerintah“Daerah sudah Cukup tegas terhadap Sanksi dan denda

bagi masyarakat membuang sampah-sembarangan.

Sedangkan yang menjawab Kurang Baik dari 2 sub indikator yang
diberikan jawaban responden adalah 2 orang atau sama dengan 40%. Alasan
responden yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun terhadap

indikator Sanksi dan Denda Kurang baik dikarenakan masih banyak Masyarakat
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Kundur Barat yang tidak mengetahui akan sanksi dan denda apabila membuang

sampah sembarangan.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan Pemerintah Daerah
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Tabel V.9 : Tanggapan Responden Masyarakat Kundur Barat Dalam
Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07
Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di
Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun) Mengenai
Sanksi dan Denda

Syt o Kategori Penilaian

No . | Cukup . Kurang
(Item Pertanyaan) Baik Baik Baik

Jumlah

Bagaimana penilaian Bapak/Ibu
atas pemberian sanksi terhadap
1. | masyarakat yang membuang - 6 44 50
sampah tidak padatempat nya,
sudah berjalan dengan baik ?
Menurut Bapak/lbu, apakah
pemberian sanksi denda kepada
2. | masyarakat yang membuang - 2 48 50
sampah tidak pada tempatnya
telah berjalan baik ?

Jumlah - 8 92 100
Rata-Rata - 4 46 50
Persentase - 8% 92% 100%

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 2 sub indikator yang ada,
jawaban-jawaban responden yang menyatakan baik sebanyak 46 orang atau sama
dengan 92%. Alasan responden dari Masyarakat Kundur Barat terhadap indikator
pengelolaan sampah mengenai Sanksi dan Denda Kurang Baik dikarenakan
Masyarakat tidak mengetahui, akan adanya Sanksi Dan Denda setiap Orang yang
melanggar larangan membuang sampah Ssembarangan akan dikenakan denda
Rp500.000 dari peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Sampah.

Sedangkan yang menjawab Cukup Baik dari 2 sub indikator yang
diberikan jawaban responden adalah 4 orang atau sama dengan 8%. Alasan

responden yang berasal dari Masyarakat Kundur Barat terhadap indikator Sanksi
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dan Denda Cukup Baik dikarenakan masyarakat cukup baik menaati peraturan
Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

Kemudian disimpulkan berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis lakukan

membuang

Pemerintah

Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun), dapat dilihat dari tabel berikut

ini:
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Rekapitulasi Jawaban Responden Pemerintah Daerah
Kabupaten Karimun Tentang Evaluasi Peraturan Daerah
Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang
Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat
Kabupaten Karimun).

P

ori-Penilaian
| o'ﬁo o bmi
<= At d) .
araka *

A

=

N

AL

100%

&
£
;
]
rek

nilai masing-masing yang telah dilaksanakan dengan Cukup Baik. Dapat dilihat

dari data diatas bagaimana setiap pelaksanaan indikator Evaluasi Peraturan

Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Sampah,

telah Melaksanakan Peraturan Daerah dengan Cukup Baik. Hal ini dapat dilihat

dari Kinerja yang dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan cara
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menyediakan Sarana dan Prasarana untuk pengelolaan sampah di Kecamatan
Kundur Barat.

Dari data diatas dan penjelasan dapat disimpulkan bahwa untuk variabel
Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Noemor 07.Tahun 2013 Tentang
pengelolaan Sampah di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten. Karimun,
berdasarkan jawaban responden-yang-diukur dari 3 indikator yang ada, maka
diharapkan untuk kedepannya Dinas Lingkungan Hidup dapat melaksanakan dan
meningkatkan tugas dan fungsinya dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Sampah di
Kecamatan Kundur Barat. Dan mengatasi Solusi atas Permasalahan-permasalahan
yang ada di dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07
Tahun 2013 Tentang pengelolaan Sampah.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti , dilapangan, terkait Pelaksanaan
Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kundur Barat berdasarkan 3 Indikator dimana
Pelaksananaan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten
Karimun, Pemerintah \Daerah belum sepenuhnya.untuk meningkatkan dan
melaksanakan Peraturan Daerah,Kabupaten. Karimun Nomor 07 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Sampah, Hal ini dapat dilihat dari Sarana dan prasarana
pengelolaan sampah yang ada di kecamatan kundur barat masih berupa motor
roda tiga kaisar yang tidak memiliki penutupnya, masih banyak masyarakat yang
membuang sampah sembarangan dan belum diterapkan sanksi dan denda bagi
setiap orang membuang sampah sembarangan.

Sedangkan dari Rekapitulasi penilaian secara keseluruhan responden

masyarakat sesuai dengan tabel berikut ini:
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Tabel V.11: Rekapitulasi Jawaban Responden Masyarakat Kundur Barat
Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di
Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun).

Kategori Penilaian
No Kurang | Jumlah
ik
1 i 50
2 i 8WAS ISL4py 50
3 De 50
150
50
a 0 100%
Sumber: D : -

Berdasarkan tabe a's-.éap‘ t diketahui a itulasi jawaban
dari 50 or n ai keseluruhan
indikator yait ﬂ@ﬂo r)g\ﬁ@s 28 orang atau 84%,
katagori Cukup Bai J sebanyak 1 orang
atau 2%. o« ®

Penilaian tent upaten Karimun Nomor
07 Tahun 2013 Tentang di Kecamatan Kundur Barat

Kabupaten Karimun berdasarkan 3 Indikator dimana setiap indikator memiliki
nilai masing-masing yang telah dilaksanakan dengan Cukup Baik. Dapat dilihat
dari data diatas bagaimana setiap pelaksanaan indikator Evaluasi Peraturan
Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Sampah,
telah Melaksanakan Peraturan Daerah dengan Cukup Baik. Hal ini dapat dilihat

dari Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
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Dari data diatas dan penjelasan dapat disimpulkan bahwa untuk variabel
Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang

pengelolaan Sampah di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun,

Pengelolaa

Pelaksanana
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Selanjutnya dapat dilihat Rekapitulasi Penilaian secara keseluruhan

mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013

Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten

Jumlah

Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di

Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun). Berdasarkan hasil Rekapitulasi
jawaban Responden Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat dikategori Kurang
Baik karena dari 55 orang yang penulis jadikan responden dapat dikategorikan
pada Kurang Baik sebanyak 14.5 orang atau 53% dan pada Kategori Cukup Baik

sebanyak 12 orang atau 44% serta kategori Baik sebanyak 2 orang atau 3%.
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Maka sesuai dengan Teknik Pengukuran yang telah dibuat pada bab

sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa 53% berada pada antara 34% s/d 66%

dengan Kategori “Cukup Baik”.

H gaten Karimun

=4
it i dapat dilihat dari

tugas dan

Nomor 07

C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan
Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun).

Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung dilapangan dan hasil
wawancara serta rekapitulasi responden Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
dan Masyarakat Masyarakat Kundur Barat mengenai Evaluasi Peraturan Daerah

Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi
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Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun). Maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa Faktor-Faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi

Di Kecamatan Kur bagai berikut:

1. k 1 \“‘E““ .&@
S i
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PENUTUP

Sampah di Kecamatan Kundur Barat masih belum berjalan dengan baik.

. Hambatan dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7

Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur

Barat Kabupaten Karimun), dimana hambatan tersebut ialah :
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a. Kurangnya Pendanaan di dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan
Kundur Barat Kabupaten Karimun. Sehingga dapat dilihat dari

angkutan sampah vyang tidak sesuai dengan standar peraturan

sampah pada

otor dan tidak

dapat menyediakan sarana dan prasarana yang baik misalnya
kondisi angkutan sampah yang layak jalan dan memiliki penutup
seperti yang sesuai didalam peraturan daerah kabupaten karimun
nomor 07 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah yaitu kondisi

angkutan sampah yang layak jalan dan memiliki penutupnya.
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b. Perlu ditambahkan Personil didalam pengelolaan sampah untuk

menjalankan pelaksanaan peraturan daerah ini, sehingga semua

kawasan atau setiap desa/lurah dapat di kelola dengan baik.

dar akan pentingnya

‘ ‘ \%\\“ .$a‘ ang ada di

'SMM%g
Tk

d-
f“‘ :

TSI WeARel h

%
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